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ABSTRAK

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi
masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan. Permasalahan dalam ini
adalah bagaimana pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di
Indonesia, bagaimana kekuatan pembuktian rekaman CCTV dalam penyelesaian
tindak pidana pencurian dengan pemberatan, bagaimana kedudukan hukum
rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencurian dengan
pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 3398/Pid.B/2017/PN.Mdn.Penelitian
yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan
peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang
dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian
kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah data
kualitatif.Pengaturan alat bukti elektronik berupa CCTV sebagai alat bukti dalam
proses peradilan pidana sebagai Alat bukti diatur dalam Pasal 188 ayat (1), (2), (3)
Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 5 ayat
(2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah
sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia oleh UU ITE Kekuatan
pembuktian rekaman CCTV dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan
pemberatan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana CCTV dapat
dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, jika CCTV tersebut mempunyai
keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana
dinyatakan oleh Pasal 188 Ayat (2) KUHAP. Berdasarkan hasil penelitian
dipahami bahwa Kedudukan hukum rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam
tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan  Putusan Nomor
3398/Pid.B/2017/PN.Mdn menurut Majelis Hakim menjadikan Rekaman CCTV
sebagai penguat dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam penyelidikan.
Kata Kunci: CCTV, Alat Bukti, Pencurian.

ABSTRACT
The crime of theft is still a dilemma and is a serious problem and requires
a solution. The problem in this is how to regulate electronic evidence in criminal
procedural law in Indonesia, how is the strength of proof of CCTV footage in the
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settlement of criminal acts of theft by weighting, what is the legal position of
CCTV recordings as evidence in criminal acts of theft by weighting based on
Decision Number 3398/Pid .B/2017/PN.Mdn. The research conducted is
normative research, namely research that uses statutory regulations as the basis
for solving the problems raised. The data used is secondary data and the data
collection method used in this research is library research. Analysis of the data
used is qualitative data. The regulation of electronic evidence in the form of
CCTV as evidence in the criminal justice process as evidence is regulated in
Article 188 paragraphs (1), (2), (3) of Law No. 8 of 1981 concerning the Law of
Criminal Procedure and Article 5 paragraph (2) The ITE Law stipulates that
Electronic Information and/or Electronic Documents and/or their printed results
are an extension of legal evidence that is valid in accordance with the procedural
law applicable in Indonesia by the ITE Law. In the criminal justice process CCTV
can be used as evidence of instructions, if the CCTV has a link between witness
statements, letters, and the defendant's testimony as stated in Article 188
Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. Based on the results of the study,
it is understood that the legal position of CCTV recordings as evidence in the
crime of theft by weighting based on Decision Number 3398/Pid.B/2017/PN.Mdn
according to the Panel of Judges makes CCTV recordings as a reinforcement of
the statements of witnesses presented in the investigation.

Keywords: CCTV, Evidence, Theft.

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara
tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 amandemen ke-1V (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945),
disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep negara
hukum menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Moh. Kusnardi dan
Harmaily Ibrahim, adalah : Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin
keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya
kebahagian hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan
itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara
yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia
sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya
pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Negara hukum (recht staat) memiliki keterkaitan yang erat dengan Hak
Asasi Manusia. Dengan kata lain, suatu negara yang berdasarkan hukum harus
mengakui eksistensi dari Hak Asasi Manusia, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri
suatu negara hukum yang mencerminkan esensi dari negara hukum itu sendiri,
sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Sunggono sebagai berikut :
1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan

dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang
tidak memihak.
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3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti menempatkan hukum
sebagai panglima, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau
masyarakat dan juga individu haruslah berdasarkan pada hukum. Perbuatan
ataupun tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan
kata lain, masyarakat harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai
pedoman dalam mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku manusia.

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum
merupakan sesuatu yangdapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah
laku tersebut didefenisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan
hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan
terhadap pelanggar. Hal ini berarti hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat
secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri.

Pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan,
karena pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan
pedoman tentang cara-cara yang diberikan undang-undang untuk membuktikan
kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian merupakan tahap
paling menentukan dalam proses persidangan, mengingat pada tahap pembuktian
tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan
perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting
dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang
sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan
perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara
pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara,
pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan
benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau
memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu
perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam
menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara
pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan
penyidikan.Ketika pejabat penyidik pada saat mulai mengayuhkan langkah
pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara
langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam
KUHAP.

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah
menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya
tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh penuntut
umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.
Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum
terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian yang paling penting dari tiap-tiap
proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah
tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk
kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran sidik jari sangat diperlukan.
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Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses
pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukri
yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang
didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman.
Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang
disebut dalam Pasal 184 KUHAP terdakwa dinyatakan bersalah.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi
pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut
undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat
bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
Ketentuan tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan
bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah
melakukannya.

Pengadilan sering menghadapi kasus-kasus yang tidak terang dan tidak
lengkap pembuktiannya. Keadaan yang demikian ini sudah tentu membawa
kesulitan dalam pengungkapan sebab dan akibat dari kejadian sebenarnya atas
suatu perkara pidana yang sedang dihadapi oleh pengadilan.

Seiring dengan perkembangan peraturan hukum di Indonesia, alat bukti
yang dapat digunakan, kini tidak terbatas pada alat bukti yang terdapat dalam
Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE)
menyatakan:

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
adalah merupakan alat bukti yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
tersebut adalah merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan
hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Berlakunya alat bukti elektronik ini, maka proses pembuktian dalam
pengadilan akan sangat terbantu karena tidak dibatasi oleh hukum acara
sebelumnya, baik dalam hukum acara pidana maupun hukum acara lainnya.
Penggunaan alat bukti elektronik sangat diperlukan mengingat terbatasnya alat
bukti yang terdapat dalam KUHAP dalam proses pembuktian tindak pidana
seperti tindak pidana siber (cyber crime). Tidak hanya tindak pidana siber,
penggunaan alat bukti elektronik juga bermanfaat untuk membuktikan tindak
pidana lainnya.

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 07 September 2016, mengeluarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut
adalah hasil Pengujian Undang-Undang yang berkaitan dengan keabsahan alat
bukti elektronik dalam UU ITE. Mahkamah Konstitusi pada amar putusannya,
menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam Pasal
5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 huruf b UU ITE bertentangan dengan Undang-
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Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai

khususnya frasa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat

bukti dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan,
dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Putusan tersebut menjadi dasar
dibentuknya UU ITE yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 November

2016.

Salah satu bentuk alat bukti elektronik adalah rekaman Closed Circuit
Television (selanjutnya disebut CCTV). Saat ini rekaman CCTV sudah banyak
dipergunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap atau membuktikan berbagai
tindak pidana. Pemasangan kamera CCTV bertujuan untuk alasan pengawasan
atau pengamanan di tempat-tempat publik seperti di pusat perbelanjaan, bandara,
jalan raya, dan tempat-tempat umum lainnya.

Perekaman dengan CCTV sangat bermanfaat, terutama dalam hal
pengawasan atau sebagai bukti apabila telah terjadi tindak pidana seperti dalam
kasus tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 3398/Pid.B/2017/PN Mdn.
Terdakwa Hendro Dolok Saribu Als Edo bersama dengan Doni dan Muklis
(masing-masing DPO/belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 28 September
2017 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan DR. GM. Panggabean Kel.
Teladan Barat Kec. Medan Kota Kodya Medan mengambil sesuatu barang yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum dilakukan pada malam hari didalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu
tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak
yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan
mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang
hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan,
dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu dan
perbuatan tersebut terekam CCTV. Berdasarkan rekaman CCTV dapat diketahui
barang-barang yang dicuri dan modus operandi tindak pidana pencurian tersebut
dilakukan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di
Indonesia ?

2. Bagaimana kekuatan pembuktian rekaman CCTV dalam penyelesaian tindak
pidana pencurian dengan pemberatan ?

3. Bagaimana kedudukan hukum rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak
pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor
3398/Pid.B/2017/PN.Mdn ?

B. Metode Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.
Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang diakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Dilihat dari
tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif.
Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika
hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum
positif. Dalam penelitian ini, fokus kajian penelitian adalah pengaturan delik
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korupsi terkait perbuatan menjanjikan untuk dilakukannya penghentian
penyidikan suatu oleh oknum penyidik Polisi dalam penanganan suatu perkara
dengan meminta sejumlah uang dari tersangka.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu sutau
penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan,
validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Penelitian
deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran
masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan
dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Sesuai permasalahan dan tujuan
dari penelitian, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, antara
lain: pendekatan undang-undang (statuteapproach), pendekatan kasus (case
approach) yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
3398/Pid.B/2017/PN.Mdn dan pendekatan konseptual (conseptual approach).

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data
yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum,
yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil
karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus,
ensiklopedia, dan seterusnya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara
melaksanaan penelitian kepustakaan (library reseacrh), yaitu dengan mengadakan
studi dokumen atau telaah pustaka dengan cara menelusuri berbagai bahan-bahan
hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian. Teknik pengumpulan data
dalam penelitian kepustakaan (library reseacrh), lazim dilakukan dengan cara
studi dokumen atau telaah pustaka. Studi dokumen bagi penelitian hukum
meliputi studi bahan-bahan hukum, meliputi: bahan hukum primer, sekunder dan
bahan hukum tersier.

Data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian kepustakaan kemudian
dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, dengan cara menguraikan data
dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Selanjutnya, alat
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untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan interpretasi

gramatikal, interpretasi sistematis.

C. Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Di
Indonesia

Pembuktian adalah titik sentral dalam rangkaian pemeriksaan perkara
(pidana) di pengadilan. Melalui ruang yang disebut pembuktian itulah batas-batas
persidangan terbentuk dalam rangka mencari dan mempertahankan kebenaran.
Pembuktian dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman dan
penggarisan tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian didalam proses peradilan merupakan hal yang sangat penting
karena amat menentukan bagi keberhasilan pihak-pihak yang berperkara. Menang
atau kalahnya para pihak yang berpekara ditentukan dalam tahap pembuktian
melalui alat bukti yang sah. Pembuktian merupakan landasan bagi hakim dalam
memutus perkara yang diperiksa yang bertujuan mencari atau menemukan
kebenaran peristiwva yang digunakan sebagai dasar putusan hakim yang
mempunyai akibat hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “bukti” terjemahan dari Bahasa
Belanda “bewijs” diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu
peristiwa. Dalam kamus hukum “bewijs™ artinya sebagai segala sesuatu yang
memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para
pihak dalam perkara pengadilan guna memberi bahan kepada hakim bagi
penilaiannya. Sementara itu pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau
cara membuktikan.

Defenisi alat bukti dan pembuktian mengundang perbedaan pendapat
diantara ahli hukum Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita bahwa alat bukti
adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alatalat bukti tersebut, dapat
dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim
atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang terlah dilakukan terdakwa.

Darwan Prinst mengatakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat
yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut
dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan
bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh
terdakwa.

Bambang Waluyo Kemudian memberikan batasan bahwa alat bukti adalah
suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang
dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun
guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan. Mengenai alat bukti, George
Whitecross Paton menyebutkan bahwa bukti dapat diberikan secara oral (kata-kata
yang disampaikan oleh saksi di pengadilan), documenter (dkumen yang sah yang
secara hukum), atau material (barang fisik lainnya selain dokumen).

Menurut Agus Takariawan bukti didefenisikan sebagai sebuag dasar untuk
percaya, kesaksian atau fakta-fakta untuk membuktikan atau tidak membuktikan
setiap kesimpulan. Jadi kita melihat kata fakta dan menemukan bahwa hal tersebut
didefenisikan sebagai hal mana yang sebenarnya telah terjadi atau yang
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sebagaimana keadaannya, kebenaran yang telah diuji melalui pengamatan
langsung atau kesaksian yang otentik.

Melihat kesaksian dan menemukan defenisinya: bukti personal atau
dokumen atau pengujian dalam mendukung suatu fakta atau pernyataan karenanya
setiap bentuk dari pembuktian atau bukti, maka mencari definisi kamus dari
pembuktian, mengambil jalan yang membawa kembali ketempat dimana dimulai.

Pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dari pendapat R. Subekti
yang menyatakan “bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu
dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, adalah alat-
alat yang dipergunakan untukdipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka
pengadilan misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkahan, sumpah dan
lain-lain.

Pendapat-pendapat yang duraikan dapat disimpulkan bahwa alat bukti
adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang
yang dapat dipergunakn untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan
maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan. Jenis- jenis alat bukti
sangat tergantung pada hukum acara yang dipergunakn misalnya apakah acara
pidana, perdata atau tata usaha negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai tata cara mempertahankan
atau menyelenggarakan hukum pidana materil sehingga memperoleh keputusan
hakim, dan tata caa tentang bagaimana seharusnya keputusan hakim atau
pengadilan tersebut dilaksanakan.

KUHAP juga mengatur mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam
membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana. Alat bukti yang dapat sah tersebut,
terdapat dalam bab XVI bagian ke empat tentang pembuktian dan putusan dalam
acara pemeriksaan biasa, yakni Pasal 184 ayat (1). Pasal 184 ayat (1) KUHAP
menyatakan, alat bukti yang sah yaitu sebagai berikut :

1. Keterangan saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang
paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana
yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua
pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan
saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih
selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Saksi, menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah “salah satu alat bukti
dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa
pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut
alasan dari pengetahuannya itu. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa keterangan
saksi adalah hal-hal yang diungkapkan saksi dalam persidangan.

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan
tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami
sendiri. Sedangkan pengertian saksi dalam RUU Perlindungan Saksi adalah
seseorang yang menyampaikan laporan dan/atau orang yang dapat memberikan
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keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa
hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan/atau orang yang memiliki
keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian
tindak pidana.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan secara tegas bahwa,Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat
bukti hukum yang sah. Pada ayat (2) dinyatakan,bahwa kedudukan alat bukti
elektronik adalah sebagai perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum
acara yang berlaku di Indonesia. Berarti, dengan adanya UU ITE ini, alat bukti
elektronik tidak hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja, tetapi juga tindak
pidana apa saja, bahkan juga berlaku juga sebagai alat bukti dalam setiap hukum
acara di Indonesia, tidak hanya hukum acara pidana saja. Mengingat kebutuhan
terhadap alat bukti elektronik ini sangat diperlukan, maka dengan adanya
pengaturan tentang alat bukti dalam UU ITE ini akan berdampak sangat besar
dalam hukum acara di Indonesia.

Josua Sitompul mengemukakan kedudukan alat bukti elektronik dalam UU
ITE dan kaitannya dengan alat bukti dalam KUHAP sebagai berikut :

a. Alat bukti elektronik memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti.
Alat bukti yang diperluas dalam KUHAP ialah alat bukti surat. Esensi surat
ialah kumpulan dari tanda baca tertentu yang memiliki makna. Esensi ini sama
dengan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik. Hasil cetak dari
informasi dan dokumen elektronik dikategorikan sebagai surat lain
sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 huruf d KUHAP dan hanya dapat
dijadikan alat bukti bila memiliki hubungan dengan isi alat pembuktian
lainnya.

b. Alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain.
Alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain dipertegas dalam pasal 44 UU ITE
yang mengatur bahwa,Informasi dan/atau dokumen elektronik adalah alat bukti
lain yang digunakan sebagai alat bukti penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan. Penegasan bahwa informasi atau dokumen
elektronik dalam bentuk originalnya merupakan alat bukti selain yang diatur
dalam KUHAP adalah pengaturan yang sangat penting mengingat apabila
informasi atau dokumen elektronik tersebut dicetak, tidak akan akurat
informasi yang didapat bila dibandingkan dengan informasi atau dokumen
elektronik yang tetap dalam bentuk originalnya.

c. Alat bukti elektronik sebagai sumber petunjuk.
Pasal 188 ayat (2) KUHAP menentukan secara limitatif sumber petunjuk, yaitu
keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Akan tetapi alat bukti
elektronik juga dapat dijadikan sebagai sumber petunjuk , yaitu hasil cetak
informasi atau dokumen elektronik tersebut yang dapat dikategorikan surat.
Surat yang dimaksud adalah “surat lain” sepanjang surat itu memiliki
hubungan dengan isi dari alat pembuktian lainnya.

Munculnya Undang-Undang Perubahan Atas UU ITE ini adalah didasari
oleh keluarnya Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 yang dibahas dalam skripsi
ini. Terkait mengenai alat bukti elektronik, UU perubahan ini hanya
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menambahkan tafsiran umum atau penjelasan terhadap Pasal 5 ayat (1) dan Pasal
5 ayat (2) UU ITE. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) berbunyi: “Bahwa keberadaan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai
alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap
Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam
pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan
melalui Sistem Elektronik.”

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) berbunyi: “Khusus untuk Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau
perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam
rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi
lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.” Oleh
karena itu, mengenai Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang dipermasalahkan Setya
Novanto, kini sudah jelas pengaturannya dalam UU Perubahan ITE ini.

D. Kekuatan Pembuktian Rekaman CCTV Dalam Penyelesaian Tindak
Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) telah mengatur bahwa mengatasi kesulitan tersebut,
sehingga terkait dengan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik
alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan dugaan tindak pidana
tidak saja dengan alat-alat bukti yang selama dikenal dalam KUHAP ternyata
memasukkan juga informasi elektronik dan dokumen elektronik dan atau hasil
cetakkannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pada hakikatnya kekuatan
semua alat bukti adalah sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Kekuatan
pembuktian tidak berdasarkan urutan sebagaimana tercantum pada Pasal 184
KUHAP.

Pasal 5 UU ITE mengatur tentang bukti elektronik, yang mengatakan
bahwa :

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya
merupakan alat bukti hukum yang sah.

2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang
sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila
menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang ini.

4. Ketentuan mengena Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat
dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6 UU ITE mengatur bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan yang
mengatur suatu informasi harus berbentuk tertulis dan asli, untuk informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang
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tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat

dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum bentuk alat bukti elektronik itu
adalah informasi elektronik, dokumen elektronik dan keluaran komputer lainnya.
Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik,
Informasi Elektronik adalah : “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk,
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic
data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks,
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi
yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.”

Batasan mengenai Dokumen Elektronik, menurut ketentuan Pasal 1 ayat
(4) UU ITE adalah : “setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan,
dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,
elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,
dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,
tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Melakukan investigasi yang benar terhadap alat bukti informasi dan
transaksi elektronik sehingga sebuah kejahatan dapat terungkap, maka diperlukan
sisi positif dari kemajuan di bidang komputer. Aplikasi ilmu pengetahuan dan
teknologi komputer untuk memeriksa dan menganalisis setiap barang bukti digital
yang satu dengan yang lain, sehingga kejahatan tersebut dapat menjadi terang dan
keberadaan pelaku  dapat  dilacak, kemudian  ditangkap  untuk
mempertanggungjawabkan kejahatannya. Aplikasi tersebut dikenal dengan istilah
Digital Forensic.

Semakin  berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi
menyebabkan munculnya berbagai alat bukti elektronik dalam praktik di
masyarakat. Keberadaan berbagai alat bukti yang tidak diatur dalam undang-
undang, termasuk alat bukti elektronik ini sedikit banyak juga mempegaruhi
hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan terhadapnya di
pengadilan. Setidaknya pengaruh ini terlihat pada sikap hakim-hakim dalam
menangani kasus, yang sudah mulai mengakui dan menerima adanya bukti
elektronik sebagai alat bukti.

Tiga hal yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan rekaman CCTV
sebagai alat bukti yaitu terkait dengan originalitas dan keotentikan suatu rekaman
CCTV, relevansi dengan perkara yang akan dibuktikan, dan adanya alat bukti lain
yang memperkuat alat bukti rekaman CCTV. Ketiga hal tersebut dapat di jadikan
acuan sehingga alat bukti rekaman CCTV mempunyai nilai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan tidak terbantahkan. Berikut penjelasan ketiga hal tersebut :

1. Originalitas dan Keotentikan Rekaman CCTV, Alat bukti informasi elektronik
dan dokumen elektronik sangat rentan untuk dimanipulasi sehingga keaslian
alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat penting dalam
pembuktian. Pengambilan alat bukti elektronik, termasuk komputer dan
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CCTV harus sesuai prosedur. Prosedur ini diatur di Pasal 17 dan Pasal 20
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009
tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis
Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang
Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pada Pasal 20 Perkap itu sesuai syarat formil maka pemeriksaan alat bukti
elektronik wajib memenuhi empat unsur. Empat unsur tersebut sebagaimana
tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan
Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan
Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik
Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pemeriksaan barang bukti
perangkat komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi
persyaratan formal sebagai berikut:
a. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau
kepala/pimpinan instansi;
b. Laporan polisi;
c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan;
d. BAP pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti.

2. Relevansi Rekaman CCTV dengan perkara yang dibuktikan, Rekaman CCTV
harus memiliki kaitan dengan suatu perkara pidana sehingga hakim dapat
menerima dan sekaligus mempertimbangkan rekaman CCTV yang diajukan
ke sidang pengadilan. Untuk mengetahui rekaman CCTV memiliki relevansi
dengan perkara yang akan dibuktikan.

3. Adanya alat bukti lain yang memperkuat rekaman CCTV. Adanya alat bukti
lain yang mendukung alat bukti CCTV, seperti keterangan ahli digital forensik
yang menjelaskan keoriginalan dan keotentikan rekaman CCTV serta
pergerakan permenit atau perdetik dari gambar serta kwalitas resolusi kamera
CCTV yang akan mempengaruhi pembuktian nanti di persidangan. Selain itu
adanya pengakuan dari terdakwa yang membenarkan sebagian maupun
seluruhnya dari substansi rekaman CCTV yang telah di putar.Hal tersebutakan
sangat berpengaruh terhadap kekuatan pembuktian dari suatu rekaman CCTV

E. Kedudukan Hukum Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak
Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Putusan Nomor
3398/PI1D.B/2017/ PN.MDN

Kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan
putusan Nomor 3398/Pid.B/2017/PN Mdn yang menjadi pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan adalah:

1. Hal yang meringankan adalah :

a. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
b. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan

2. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan mayarakat
dan merugikan saksi korban;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan
terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum,
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sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ternak sebagaimana
diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e KUHPidana dalam dakwaan
alternatif sehingga kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan
perbuatannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri terdakwa
tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat  menghilangkan
pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf,
sehingga terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, oleh
karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan
kesalahannya tersebut.

Pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian
ternak dalam kasus ini tidak adanya alasan-alasan yang ditemukan dalam
persidangan baik melalui bukti-bukti yang dapat menjadi alasan penghapusan
pidana sehingga terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohaninya melakukan
tindak pidana tersebut. Berdasarkan alasan tersebutlah hakim menjatuhkan
putusan tersebut.

Menurut penulis bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan
putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-
fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan
Majelis Hakim yang menjatuhkan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana
pencurian telah sesusi atau sepadan untuk dijatuhkan terdakwa yang sesuai
dengan tindak pidana yang dilakukannya. Karena menurut penulis hukuman yang
dijatuhkan terhadap terdakwa tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman
terhadap pelaku, tetapi juga melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk
dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus
melihat implikasi sosial kemasyarakatannya. Majelis Hakim mempunyai
pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak yaitu mulai dari tuntutan Jaksa
Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan
dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta
hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku, menurut penulis seharusnya
lebih berat sebab tindak pidana pencurian yang digolongkan ke dalam kejahatan
terhadap harta sangat meresahkan masyarakat. Kasus pencurian ini dapat
menimbulkan dampak baik bagi korban atau pelaku pencurian sendiri. Terhadap
korban, dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya pencurian yaitu antara lain
kehilangan harta benda mereka. Selain itu dampak yang ditimbulkan bagi korban
yaitu menimbulkan trauma yang mendalam karena hartanya telah dicuri.
Sedangkan bagi pelaku pencurian sendiri, dampak yang ditimbulkan akibat dari
perbuatannya tersebut yaitu dapat diancam pidana yang tersebut dalam buku ke-2
KUHP dan juga dapat sanksi dari masyarakat yaitu berupa cemohan serta
diasingkan dari pergaulan.

Dengan memperhatikan duduk perkara dan keterangan saksi serta adanya
alat bukti Rekaman CCTV, maka majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana
terhadap terdakwa mempertimbangkan rekaman kamera CCTV yang saat itu
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menjadi bukti dipersidangan. Dengan adanya alat bukti CCTV, maka Majelis
hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa pidana penjara
selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dan dengan adanya dua alat
bukti yang sah, hakim dapat menjatuhkan putusan tersebut.

Menurut penulis mengenai keberadaan CCTV ini maka kategori CCTV
sebagai alat bukti di dalam kasus ini sudah tepat dan hakim dalam menjatuhkan
hukuman terhadap terdakwa melalui alat bukti rekaman CCTV yang ada dan
barang bukti sudah sesuai dengan pengaturan hukum acara pidana di Indonesia.

Kesimpulan

1. Pengaturan alat bukti elektronik berupa CCTV sebagai alat bukti dalam
proses peradilan pidana sebagai Alat bukti diatur dalam Pasal 188 ayat (1),
(2), (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
dan Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan
perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang
berlaku di Indonesia oleh UU ITE

2. Kekuatan pembuktian rekaman CCTV dalam penyelesaian tindak pidana
pencurian dengan pemberatan sebagai alat bukti dalam proses peradilan
pidana CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, jika CCTV
tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan
keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 188 Ayat (2)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan adanya keterkaitan
antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa dengan CCTV itu
sendiri, maka CCTV tersebut dapat menunjang sebagai petunjuk dari apa
yang sudah dinyatakan oleh keterangan saksi, surat, dan keterangan
terdakwa sesuai atau tidak dengan CCTV tersebut yang jika mempunyai
kesesuaian maka CCTV tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti
dalam kasus tersebut.

3. Kedudukan hukum rekaman CCTYV sebagai alat bukti dalam tindak pidana
pencurian dengan pemberatan  berdasarkan Putusan  Nomor
3398/Pid.B/2017/PN.Mdn menurut Majelis Hakim menjadikan Rekaman
CCTV sebagai penguat dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam
penyelidikan. Meskipun hakim sebagai penemu hukum, namun kedudukan
hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif, karena keputusan
hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan
umum. Keputusan hakim hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang terkait
dengan perkara yang diperiksa.
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